SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:100.3.3.2/157/12/2026

TENTANG
INOVASI PELAYANAN CEPAT PENERBITAN AKTA KEMATIAN
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa penyajian data penduduk yang valid dapat terwujud jika
pelaporan oleh penduduk sesuai dengan peristiwa yang terjadi
atau dialami dan segera ditindalanjuti dengan penerbitan
dokumen kependudukan atau dokumen pencatatan sipil;

b. bahwa dalam rangka percepatan penerbitan akta kematian atas
terjadinya peristiwa kematian di Kabupaten Magelang perlu
melakukan Inovasi Pelayanan Cepat Penerbitan Akta Kematian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Inovasi Pelayanan Cepat Penerbitan Akta Kematian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);
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KELIMA
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6354);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

6. Peraturan Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010
Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 5 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Inovasi Pelayanan Cepat Penerbitan Akta Kematian yang
selanjutnya disebut dengan Inovasi PAKEM.

Inovasi PAKEM sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

merupakan inovasi pelayanan penerbitan akte kematian yang

diberikan kepada warga Kabupaten Magelang dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. pelaporan peristiwa kematian dilakukan pada hari yang sama
dengan peristiwa kematian; dan

b. penerbitan akte kematian dilakukan pada hari yang sama
dengan pelaporan peristiwa kematian.

Pelaporan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA huruf a dapat dilakukan oleh Petugas Administrasi
Kependudukan pada Desa atau Kelurahan.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab
untuk melakukan sosialisasi Inovasi PAKEM sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU kepada masyarakat.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Magelang dan sumber pembiayaan lain yang sah
dan tidak mengikat.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Kota Mungkid
KEPALA BAGIAN HUKUM, pada tanggal 22 April 2026

BUPATI MAGELANG,
ttd

GRENGSENG PAMUJI
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